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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
- REPUBLIK INDONESIA
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- BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
- Sertifikar Akreditasi

Badan Akreditasi-Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana - Yimu Hukum di Universitas VWilavakusuma,
Purwokerto, terakreditasi dengan peringkat:
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Akreditasi B
(Paik)
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Sertifikai akveditasi program studi sarjanc ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak ranggal ditetapkan.
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Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wavwenang dain keveajiban dalam penyelenggaraan progicer studi,
. seswai dengant peraturan perundang-undangan yang berled :
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KEPUTUSAN

' BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA -

k-]

NOMOR: 024/BAN-PT/Ak-V [1/81/V1i172003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA

DI PERGURUAN TINGGI
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BADAN AKREDITASL NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2003
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KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASINASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONLSIA
NOMOR : 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003
TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDIUNTUK PROGRAM SARIA NA
DI PERGURUAN TINGGI




m Ao,
A )
Ny (2

IKEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 024/BAN-IT/Ak-V1I/S1/VI1]/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITAST

PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA

Menimbang

DI PERGURUAN TINGGI

a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan
instrumen akreditasi program studi sarjana pada

berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan.

akreditasi;

. bahwa sebagai lindak lanjut dari penerimaan usulan

tersebut dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian
dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi
diri, portfolio dan isian borany akreditasi prograin
studi dimaksud melalui kunjungan pada pergurua
tineg sasaran;

» bahwa penilaian dans verilikast sebagamana tersebat

dalan: diktn (b) di atas adalgh dalam rangka untuk
menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri,
portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk
menéntukan hastl dan peringkat akreditasinya;
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Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

d. bahwa bethubung dengan itu perlu ditetapkan hasil
dan perirgkat akreditasinya bagi program studi yang
bersangkutan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Peraluran Pemerintah Nomoi 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

a. . Nomor : 184/U/20G1 tentang Pedoman Pengawasan
Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,
Sarjana, ‘Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;

b. Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi
pada Perguruan Tinggi; '

¢. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi; '

d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua,
Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi; .

. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/11/2002 tentang Penilaian

dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang
Sarjana.

Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional

Pergurvan Tinggi tanggal 21 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan program studi untuk program sarjana yang
terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat
akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I
keputusan ini.

—



Kedua:

Ketiga
Keempat

Kelima

Keznam

Ketujuh

B e

Ketentuan akreditasi ini barlaku selama 5 (lima) tahun untuk
program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun
untuk program studi yang belpermgkat C, sejak ditetapkan
nya keputusan ini.

Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses
belajar mengajar secara inandiri.

Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan
kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi
yang bersangkutan, makd nama-nama program studi tersebut
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a. Jika terjadi penyampaiar data dan informasi yang tidak
benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau
kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah
dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan
penilaian ulang dan status akreditasi dapat dmayatkan

. gugur.

b. Status akrecitasi baru akan diberikan berdasarkan
penilaian ulang.

¢. Semua abiaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke
program studi.

a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan

yang bermakna sechingga dapat mempengaruhi kualitas,
tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program
studi tersebut, maka program studi harus mengajukan
permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi.

b. Perubahan Lermakna yang dimaksud tercantum dalam

lampiran I[I'keputusan ini.

¢. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan
persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk
perubahan itu.

d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status
akreditasi yang telan diberikan dinyatakan gugur.
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Kedelapan :  Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam

berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi
harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan
kaidah-kaidah etika akademik, -sehingga tidak dapat
menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan :  Hal-hal lain yang beium diatur dalam Surat Keputusan ini

akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh . Jika ternyata terdapat kekecliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2003
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

A ERgtua,

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional

Z. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional

3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasicnal

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

. Nasional

6." Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendeval
Perndidikan Tinggi Cepartemen Pendidikan Nasional

7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sckolah Tinggi Negeri, Swasta,
Agama dan Kedinasan.

8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia

9. Semua Koordirator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

10. Komisi VI DPR ~ RI '

. R T

g CaR R



nmpiran I:

Keputusan Badun Akreditusi Nasionul Perpurunt Tingpi

Nomor 024/BAN-PT/Ak-VIUS1/ViIN20
Tunggnl : 22 Agustus 003

03

HASIL DAN PERINGKAT A KRERITASI

PROGRAM STUDI UNTUK
DALAM PENILAL

PROGRAM SARJANA (57)
AN TAHUN 2003

) ’ Seadi Akreditasi |
HETT ! ; ingeri ropram ofudl = .
No. [Wilayah [’crguru:n Tingpi r Nilai |Pcrmul¢.u(|
ﬂ‘}"—]_-—ll-i‘_‘s.'i'“lE_al:;;\-u;luyn..- L;unp\m‘g“fm__m l‘ h-'lﬁnujénm\m T 247 [ ¢
-”i‘—m_m_—_ i}:\'i\T;i';l;l'n.g.Bmvnn;_:- (U'I'll)” N l-'u-l'um.\‘il o Task c
Lampung L
3 Univ. Muhummadiynh Metro 5 IMuanjemen Perusuhunn 243 C
Lampung | | —— — I
4 03 lnst. Suint dun Teknulogi Nusionul, [ |Furmnsi A3 | U \
Jukarta ) ' \
N Upiv. Islum Jukarta 7 [tunajemen Perusuhaunu 3wy ]
6 Univ. Katolik Indonesiin Atma Juwyn 1o [Hmu Hukum 353 B
7 04 STIE Sebelns April ] |Munujemen 276 C
B STIE Miftnhul }lud:.gﬁl;ln‘;\ﬂg- T Il.ﬁ:n‘::n.j-;n‘ul;én;‘mw“ T ¢
VAl 0s Univ. Gadjah Mndn ! |Itmu Sosintyi 373 A
i l .
‘- 10 2 |Sesivlopi 370 A
n 06 |Univ. Sebelus Marel ] |Akuntansi 362 A
12 Uuly. Slamet Riyndi, Surnknrta 1 |Akuntunsi 293 C
’»D‘ s |Univ. Wijaynkusutun, Purwokesto J |Himu Hukum 349 B ]V’
T 07 |Univ. Abdurrubiman coen”” T e Mk Ty | B
Situbondo
15, Unly. Merdeka Mulung [ |lhnu Hukum 367 A
16 Unlv, Wijuys Kusuma Surabuayn 7 |1imu Kesejahternan Sosial 330 B
17 | 10 |Univ. Andalus (77 [Akuntunsi 366 A
18 2 [tlmu Hukum 376 A
i
...... e el RS I b
o e Jndan Alkreditasi Nasional Perguruan Tinggi
S
. ':) Co = 4
0 ‘\’Q' O
" \7
BWLNY L
1 [
~Prgla [y, M. IC Tadjudin
-
ANy
g i/
PN

Catalan: A (Sangat 1nik) 2 36140013 (Daik) 1 30113600 C (Cukap} : 206-000: 1) CLidak Teeakneditasi) © 2200

[1al. 1 dari )

——

B e —
e



_ L s

kepada

1

Lampiran II Keputusan Kectua Badan Akreditasi Nasional Perggruan
Tinggi Nomor : 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003 tentang I-I.asﬂ dan
Peringkat Akreditasi Program Sludi untuk Program Sarjana di

Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program stuci yang harus dilaporkan

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Penzertian

Perubahiun bermaknn pundin perguraan Hngg adalab sonta pecubaban yoang,
dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struklur, ruang lingkup, atau kendali
program studi tersebut.

2. ‘Kategori perubahan bermakna
a. Berhubungan dengan program (program related).

e Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program,

e Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program
ekstensti, kelas jarak jauh.

e Perubahan dalam sifat program seperti perubahan - program DI
nienjadi DIV atau DIV menjadi S1. -

e Perubahan dalam kurikulum.

e Jumlah mahasiswa baru yang ditcrima berlambah lebih dari 25% dari
pada jumlah yang dilaporkan.

e Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struklur organisasi dan pengelolaan (structure related).

¢ Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas/jurusan lain.
» Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat

lain.
‘ o Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
\ e Ferubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga.

« Program studi pindah lokasi.

R e e R L
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SALINAN

Menimbang

Mengingal

Meunctapkan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONLESIA
NOMOR 118 /172003

TENTANG

BADAN AKREDITASINASIONAL PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,,

bahwa perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut penilaian
mutu perguruan linggi dilaksanakan lebih efisicn dun efeklif;
bahwa sehubungan dengan ilu perlu memngkatkan peran, ugas,
fimgsi dan wewennng Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi, dergan mengalu: kembali Dadan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b perlu
menetapkan  Fepuwsan  Menleri Pendidikon Nasional (entang
Uadun‘/_\krcdilasi.ani;)nnl Perguruan Tinggi;

Undang-undang Nomor 2C tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara ‘Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan -
I.embaran Negara Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3859);

Keputusan Presiden Republik Tndonesia- Nomor 228/M Tabun

-*2001 tmengenni Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Keputusan Presiden Republik - Indonesia Momor 102 Talun 2001
tentang  Kedudukon, ‘Tugns, Fungsi, Kewennngnn,  Susuninn
Orgnnisasi, dan Tuta Kerja Departemen scbaguimany telah diubah

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Talun
2002,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERT PENDIDIK AN NASIONAL TENTANG
RADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGL

TSRl r .~
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1) " Untuk melakukan perilaian mutu pergurunn tinggi dibentuk Badan Akreditasi
Nasional ’crguruan Tinggi sclanjutnya discbut DAN-PT.
2) BAN-PT merupakan badan non struktural yang bersifal mandiri.

Pasal 2

BAN-PT bertugas melakukan penilaian secura berkala terhadap mutu pergurusn linggi
yang merupakan keterkaitan antara {ujuan, masukan, proses dan keluaran. '

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAN-PT mempunyai

fungsi : .

p. perumusan kebijakan teknis penilaian perguruan tinggi dalam rangka penclapan
lingkat akreditasi;

b. penclapan krileria penilaian;

c. pelaksanaan penilaian mutu  perguruan linggi secara berkala berdasarkan usul dari

perguruan (inggi yang bersangkutan;

d. penctapan lingkat akreditasi dan penerbitan sertifikat;

e. pengumuman hasil akreditasi; .

pemberian layanan kepada perguruan tinggi dalam ielaksanakan penilaian diri.

fare |

Pasal 4

Susunan organisasi BAN-PT terdiri alas :
a. Ketua merangkap anggola;

b.  Sekretaris merangkap an_gola;

c. Anggota.

Pasal S

(1) Anggeta D AN-PT terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

(2) Ketua, GQekretaris dan Anggola BAN-IT: diangkot dan diberhentikan oleh Menteri
Pendidikan Nasional.

(3) Masa kerja anggola BAN-PT, adalah 4 (cmpat) tahun dan dapat diperpanjang untuk
: | (satu) kali masa jabatan. :
(4) Tatakerja BAN-PT ditetapkan olch BAN-PT.

Pasal 6

Persyaratan keanggotaan BAN-P1 adalah
A, warga negara Republik Indonesia,

B —



b.  berbadan sehat;

¢.  berkelakuan baik;

d. tidak pernah dihukum karcna melakukan tindak pidana kejahatan;

e.  memiliki wawasan yang luas di bidang pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 7

Keanggotaan BAN-I'T berakhir karena :

u.  meninggal dunia;

h.  berakhirnya masa jabatan;

¢. mengundurkan diri;

d. .pindah domisili ke luar wilayah Republik Indonesia;

c. diberhentikan schelum masa jabatannyn berakhir karena berbagni sehab.

. ; Pasal 8

&

aps . » . » G‘u . 13 .
Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-I"T" menjunjung tingpi cfisiensi dan efektivitng dan
scmaksimal mungkin memanfnatkan peran dan keberadaan nsosinsi/ organisasi profesi
yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan (ugasnya , BAN-PT dibantu olch sckretarint di tingkal pusal
dan/alau kelompok kerja yang bersifat khusus (ad hoc).

t'asal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran
Dircktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasad 11

Untuk meningkatkan  kinerjnnyn, BAN-PT dapat  merintis  dan memberdayakan
potensinya dalam menggali dana dari masyarakat scenra sah dan tidak mengikat, dengan

bentuk  pertanggunganjawaban  yang transparan  dan  dengan  menerapkan  sistem
nkunlansi yang berlaku.

1

Masal 12

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan  Menteri Pendidikan  dan
Kebudayran Nomor 187/U/1998 dan Kepa'nsan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

106/U/2003 serta ketenluan lain yang bertentamgan dengan Keputusan ini dinyatakan
lidak berloku.
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Pasal 1]

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Di'lcl:\pknn di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.

A. MALIK FADJIAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
be Biro Hukum dan Organisasi
= Deparlcmcn Pendidikan Masional,
: ],? Bagian Penyusunan Rancangan
rﬁnTeml1dat1g-tlntIﬂl1gn|\

C:Perubkeputusan-ban.sm
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